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BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR »; TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PENGUATAN PERAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RANMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pengelolnan Keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam
Pembangunan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3895) sebagai mana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten

3 Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

@.
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10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558};

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

6 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN

PENGUATAN PERAN PEMBERDAYAAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN

DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
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Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

Sinkronisasi Kebijakan adalah Penyesuaian rencana

pembangunan desa dengan kabupaten dan rencana
pembangunan diatasnya yang berjenjang.

Prinsip-prinsip penyusunan APBDes adalah
prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan

prinsip-

APBDesa
Program Prioritas Pembangunan Desa adalah program-

program utama yang dilaksanakan di desa sesuai dengan
kebutuhan desa.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah salah
satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertujuan
untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari
garda terdepan dalam menggerakan roda pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu

keluarga.
BAB II
SISTIMATIKA
PENYUSUNAN APBDESA
Pasal 2

(1) Penyusunan APBDesa meliputi :

Kebijakan Pemerintah Daerah dengan
RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas

a. Sinkronisasi
Kewenangan Desa,
Penggunaan Dana Desa;

Prinsip Penyusunan APBDesa;

Kebijakan penyusunan APBDesa;

Teknis penyusunan APBDesa;

Penguatan Peran PKK dalam Pembangunan Desa;

R R W

Hal-hal Khusus Lainnya.




(2} Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
dimaksud pada Ayat {1) sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
BAB IlI
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar .

Ditetapkan di Saumlaki

pada tanggal 21 Pacbe. 2020 P R

FARAY GLOTPUNL L) BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal 2% Omewbe. 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

- P

RUBEN BENHARVITO MORIOLKOSSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020 NOMOR 36

— e ——
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LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR - TAHUN 2020
TENTANG ¢ PEDOMAN PENYUSUNAN ANQOARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA  DESA  TAHUN  ANGOARAN 2021 DAN
PENGUATAN PERAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN DI
DESA

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA,

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan
mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Dalam menyusun perencanaannya desa wajib menyelaraskan
dengan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Tema Rencana Kerja Pemerintah Daeran kabupaten Kepulauan Tanimbar
tahun 2021 adalah “Pembangunan Manusia Tanimbar Unggul dan Berdaya
Saing Melalui Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.”

Sejalan dengan tema di atas maka Prioritas Pembangunan Kabupaten
Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 dijabarkan dalam lima Prioritas antara
lain:

1. Percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor unggulan dan

optimalisasi UMKM;

2. Implementasi reformasi sosial pada bidang pelayanan dasar;

Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan
konektivitas dan infrastruktur dasar lainnya,;
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4. Implementasi reformasi sosinl terhadap pengelolnan lingkungan

dan mitignsi bencana;
5. Meningkatkan pelayanan  publik  yang  responsive dengan

memanfnatknn teknologl informast.

Sinkronisasi perencanann  dan  penganggaran  antara  Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Dera, diwujudkan melalui integritas program dan
kegiatan pembangunan yvang disesunikan dengan dinamika kebutuhan
dan karakteristik desa masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam
dokumen RPJMDesa yang dituangkan pada RKPDesa yang telah melalui
proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati

bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam

penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun

Anggaran 2021, schingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan

- optimal, terpadu dan berkesinambungan.
Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dalam penganggaran APBDesa
senantiasa bersinergi dengan memperhatikan pembangunan berskala

lokal Desa serta prioritas pembangunan desa sebagai penjabaran

percepatan pembangunan desa.
Dalam rangka pencapaian visi misi Bupati Kepulauan Tanimbar yang
tertuang dalam RPJMD periode 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah

2021 maka pemerintah Desa wajib untuk menganggarakan dalam

APBDesa kegiatan sebagai berikut

1. Penyediaan Air Bersih bagi warga; diprioritaskan untuk sambungan

L

air bersih ke rumah-rumah warga.

2. Pembangunan Rumah Layak Huni; supaya lebih terukur capaian

target kegiatannya maka lebih diutamkan bagi pembangunan

rumah layak huni yang baru, bukan dalam bentuk pemberian bahan

bangunan yang pada akhirnya tidak dimanfaatkan secara

maksimal.
3. Penyediaan Listrik Desa; bagi desa yang belum ada PLN agar

memprioritaskan belanja Listrik Desa (Mesin dan Peralatan serta

instalasi) sedangkan bagi desa yang sudah ada PLN agar

menganggarkan penyediaan lampu-lampu jalan. Penyediaan Lampu
Jalan lebih diutamakan bagi lampu solar cell minimal 5 buah
ditempatkan pada titik-titik strategis di desa.
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II. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA.

Prinsip penvusuan APBDesa adalah merupakan pegangan dalam

penyvusunan APRDeasn nntarm Inin;

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggnrann pemerintnhan di Desa

berdasarkan bidang dan kewenangannyn,;

Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan antarn Iain;

Transparan, untuk memudahkan  masyarakat  mengetahui  dan

3.
mendapatkan  akses informasi seluas-lunsnya tentang APB  Desa
melalui media informasi yang paling sedikit memuat tentang :

4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih

tinggi dan peraturan daerah lainnya.

lII. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDES
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam

penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, terkait dengan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APB Desa disusun

dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi
kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran

yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan

termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari

kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja

yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan,

Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan

keputusan Bupati atau dapat didelegasikan kepada Pemerintah

Kecamatan dan atau Pemerintah Desa
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IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

A. PENYUSUNAN APRDIESA

Dalam  menyusun APRDean, Pemerintah Dean dan BPD harus

memperhatikan hal-hal aebagni berikat

1. Kepala dean dan  BPD  wajih  menyetujul  bersama  rancangan

peraturan deasa teninng APRDean paling Inmbat bulan Oktober tahun

berialan,

2. Untuk  percepatnn pengesnhan APHDesn,  Tim  Pendamping

Kecamatan  melnkukan  verifiknal  RABPDesna, selanjutnya akan

dilakukan evaluasi ranperdea dimakaud di tingkat Kabupaten.

3. Memprioritaskan kegintan yang dapnt dilaksanakan melalui Padat

Karya Tunai, minimal 30 % serta Memanfaatkan bahan baku dan
¢ tenaga kerja lokal desa setempat

4. Jadwal Penyusunan APBDesa sebagai berikut ;

NO T URAIAN WAKTU KETERANGAN
Minggu [ Juli s/d Minggu
1 | Penyusunan RKPDesa IV September 2020
Penyusunan dan
Pembahasan RAPBDesa ;
2 aniary Hemesntal Desa Minggu | Oktober 2020
dan BPD
l 3 ’ Verifikasi RAPBDesa oleh Minggu 11 Oktober 2020
Kecamatan
4 | Evaluasi  RAPBDesa di| Minggu Il s/d Minggu Il
p Tingkat Kabupaten November 2020
5 Pengesahan Peraturan | Minggu Il November s.d
Desa tentang APBDesa Minggu Il November 2020
Penyampaian Dokumen Minggu III Bulan
6 | APBDesa kepada Bupati November sd minggu 11

Desember 2020

B. PERUBAHAN APBDESA
1. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDesa dalam

hal terjadi:
a. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam

pendapatan desa pada tahun berjalan;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

antar bidang, antar sub belanja, antar kegiatan dan antar

jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebapkan SILPA tahun sebelumnya
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harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

2. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar
binsa.

3. Bahwa batas waktu mnksimal pengajuan perubahan APBDesa
dilaksanakan melalui musyawarah desa paling lambat bulan
Agustus tahun berkenan,

C. SUBSTANSI APBDESA
I. APBDesn terdiri atas ;
a. Pendapatan Desa diklasifikasilkan menurut kelompok dan

Jenis dan objek pendapatan.
b. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang,

kegiatan, jenis Dbelanja, objek belanja, dan rincain jenis

belanja.
c. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan

objek pembiayaan
2. Kebijakan pendapatan desa adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Pendapatan Desa terdiri dari :

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas
Jenis Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya Partisipasi dan

Gotong Royong dan Pendapatan Asli Desa Lain

2. Kelompok Transfer terdiri dari Alokasi Dana Desa,
Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten
dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari APBD

Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten dan

Pendapatan Lain
3. Kelompok Pendapatan Lain terdiri atas Penerimaan

Dari Hasil Kerjasama Desa, Penerimaan dari Bantuan
Perusahaan yang berlokasi di desa, Penerimaan dari
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga, Koreksi
Kesalahan Belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang

mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun
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anggaran berjnlan, Bunga Bank dan Pendapatan Lain

Dean Yanpg Snh,

D. BELANJA
Belanja  desn meliputi semun pengelunran yang  merupakan
kewnjiban desn dalam 1 (antu) tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh  pembayarannyn  kembali - oleh  desn.  Belanjn desa

dipergunakan dalam rangka mendanni penyelenggarnan kewenangan

Desa.
Belanja Desa diklasifiknsikan ataa bidang :
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desn;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desn;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
Klasifikasi belanja desa dari angka 1 (satu) sampai dengan angka
4 (empat) diatas dibagi dalam sub bidang dan kegiatan dan sesuai
dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa
Klasifikasi belanja Desa pada angka 5 diatas dibagi dalam sub

bidang dan kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan desa untuk

keadaan darurat dan mendesak yang terjadi didesa.

Klasifikasi belanja terdiri atas

a. Jenis Belanja Pegawai
Belanja Pegawai dianggarkan untuk Pengeluaran Penghasilan

Tetap , Tunjangan, Penerimaan Lain, dan Pembayaran Jaminan
Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat serta tunjangan BPD.
b. Jenis Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk pengeluaran bagi
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
bulan
Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk :
Operasional Pemerintah Desa
. Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa
. Kegiatan Sosialisasi/Rapat/Pelatihan/Bimbingan Teknis

. Insentif Lembaga Kemasyarakatan

1.

2

3

4. Operasional BPD
5

6. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat
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¢. Jenis Belanja Modal
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran barang ynng nilai
manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah nilai dan aset
d. Jenis Belanjn Tak Terdugn
Belanin tak terdugn merupnkan belanjn untuk kegiatan pada sub
bidang penanggulangan beneann, keadann darurat dan keadaan
mendesak vang berskala lokal desa. Kriterin Belanja tak terduga
adalah sebagni bervikut
1. Bukan merupakan kegintan normal dar| aktifitns pemerintah
desa dan tidak dapai diprediksiknn achelumnyn
2. Ndak diharapkan terjndi berulang ulang
3. Berada diluar kendali pemerintah
Adapun kebijakan umum belanja  sebagaimana diatur dalam
A Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pengalokasian anggaran sebesar maksimal 30% dari total belanja

dipergunakan untuk :
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa

dan Perangkat Desa.
2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan 70% porsi belanja lainnya dialokasikan untuk

mendanai ;

1. Penyelenggaran Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional

Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun

warga;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa:
Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
Selanjutnya kebijakan per bidang diatur sebagai berikut :
1.Belanja Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam

sub bidang :
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan Kepala

dan operasional pemerintah Desa.
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b. sarana prasarana pemerintahan desa.
c. administrasi kependudukan,
d.tata praja  pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan,
e. pertanahan,
2.Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub
bidang :
a. pendidikan
b. kesechatan

pekerjanan umum dan penataan ruang
kawasan pemukiman

kehutanan dan lingkungan hidup
perhubungan, komunikasi dan informatika

® =08 oo

energi dan sumberdaya mineral
h. pariwisata
3.Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam
sub bidang :
a. ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat
b. kebudayaan dan keagamaan
c. kepemudaan dan olahraga
d. kelembagaan masyarakat
4.Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
ff Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub
bidang :
a. kelautan dan perikanan
pertaniaan dan peternakan
peningkatan kapasitas aparatur desa
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga

® oo g

koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
f. perdagangan dan perindustrian
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa dibagi dalam sub bidang :
a. penanggulangan bencana
b. keadaan darurat dan
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c. keadaan mendesak

(1) Belanja Bidang Penyelenggaran Pomerintahan Desa
clenggarnn Pemerintahan Desa wajib dibiayai

1. Belanjn Bidang Peny

melaui Alokasi Dann Dean (AIID)

2. Penghnsilan tetap, tunjanpgnn Kepala Desn dan Perangkat Desa
ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur
besaran penghaailan tetap, dan tunjnngan,

angkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati

3. Penghasilan Tetap Per
berikan kepada Peranglkat Desa yang secara definitif menduduki

a berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang berlaku,
Desa dan Staf Desa tidak diperkenakan memperoleh

di
Jabatanny
4.  Perangkat

penghasilan tetap lebih dari 1 (satu) sumber pembiayaan,

S. Kepala Desa dapat mengangkat Staf Pemerintah Desa sebagai
operator komputer atau sesuai dengan kebutuhan paling banyak 1

(satu) Orang,
Bahwa pengangkatan staf sebagaimana dimaksud dalam point (e)

6.
wajib berasal dari warga desa setempat dan tidak berkedudukan
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

7. Tunjangan atau jaminan kesehatan aparat desa bersumber dari

ADD dan tidak berlaku bagi peserta BPJS yang dibiayai dari
istri/suami. Bagi Aparat Desa yang telah memiliki BPJS tidak perlu
mendaftar ulang namun dialihkan Status Kepesertaannya.

Penghitungan jaminan kesehatan bagi aparat desa sebagai berikut :

Besar jaminan kesehatan aparat desa =
(biaya jaminan kesehatan),- x (fjumlah aparat desa-kades dan perangkat

desa) x (12 bulan )

8. luran jaminan kesehatan sebesar 5 % (lima persen) dari

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.
9. luran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada point 8
(delapan), 1 % (satu persen) ditanggung oleh Kepala Desa dan
Perangkat Desa dan 4% (empat persen) ditanggung oleh pemerintah
kabupaten yang dibebankan pada ADD.
Bahwa untuk mencapai target Universal Health Goverage yang telah

10.
ditetapkan maka pemerintah Desa dapat menganggarkan Jaminan

Kesehatan masyarakat miskin.
11. Tunjangan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
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A, Tunjangan/Jdaminan  Sonin) Ketenagakerjnan  merupakan
kegintan  yang Wajib dinnpggnrkan, Tunjangan atau jaminan
ketenagnkervinan aparat dean bersumber dari ADD terdiri dari

Jaminan Havi Taa,  Jaminan Kecelnkann  Kerja, Jaminan
Kemntinn,

Penphitumpgnn jaminan Soninl Ketenagakerjann bag aparat desa
sebagai Devikut

Hesar jaminan kesehatan aparat dean =
(biaya jaminan ketenagakerjaan),- x (jlumlah aparat desa-kades
dan perangkat desaj x (12 bulan )
L. luran Tunjanpgan/Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan dipungut
dari  Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan
dibayarkan perbulan.

\ ¢. Besaran luran Tunjangan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
diatur sebagai berikut

1. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 6.251 perbulan
ii.  Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 7.814 perbulan

iii, Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 148,482 perbulan
12. Tunjangan BPD

Tunjangan BPD ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Bupati
yang mengatur tentang besaran Tunjangan BPD. Bagi Anggota BPD
yang tidak aktif atau berhalangan tetap tidak mendapat Tunjangan
BPD. BPD berhak mendapatan Tambahan Insentif yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa (PAD)

13. Insentif RT/RW

a. Insentif RT/RW adalah untuk operasional lembaga RT/RW dalam
rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan
ketertiban serta pemberdayaan masyarakat.

b. Untuk efisiensi APBDesa, maka pembentukan RT/RW wajib
memperhatikan kebutuhan di desa dan tidak membebani APBDesa.
Kepengurusan RT/RW wajib ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Desa.

14. Marinyo, Operator Desa

a. Marinyo dan Operator Desa mendapatkan Honor

b. Marinyo Desa maksimal berjumlah 2 (dua) orang disesuaikan
dengan luas wilayah dan jumlah penduduk desa.
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uan yang
c. Linmas berjumlah 3 sampai 7 orang atau scsuai ketent Y

berlaku, . o
d. Marinyo dan Linmns Desa dapat diberikan insentif lainnya yang

bersumber dari PADean.
15. Belanjn ()Immsimml Pemerintah Desa, terdirt dari :

a. Jasn Listrik dan Air
b. Jasn Pemelibhnraan doan |
c. Alat Tulis Kantor

1. Pengadann  Alat

serizinan Kendarann Dinas/Operasional

Tulin Kantor pada kegiatan Operasional

Pemerintah Desn  dinnggarkan  secarn  Proporsional dengan

pengaturan sebagai berikut :

[Nor 7 Uraian | Anggaran \ Ket
. - iy R S . | B
L. _1 “[Jumlah Penduduk ﬁitﬁf){ﬂ?ﬁgﬁﬁ 1.000 & s s
Jiwa
2 |Jumlah Penduduk 1.001 jiwa s/d 3.000 Jiwa | 6.500.000 | J
3 | Jumlah Penduduk lebih dari 3.000 Jiwa 7.500.000 \ J

2. Belanja Alat Tulis Kantor untuk Pengadaan Barang dan Jasa

melekat pada kegiatan dengan pengaturan sebagai berikut :

‘ No Uraian Anggaran \ Ket \
! 1 2 ® ‘ s \
1 [Jumlah Pengadaan sampai dengan 100 Jt -- \ \
: 2 | Jumlah Pengadaan 100 Jt s/d 200 jt 300.000 \ \
3 |Jumlah Pengadaan 200 Jt ke atas 400.000 \ \
d. Benda Pos
e. Jilid dan Penggandaan
Jilid dan penggandaan diatur sebagai berikut :
No Uraian Anggaran \ Ket \
: ? S LA
: Jumlah Penduduk sampai dengan 1.000
Jiwa 3.000.000
Jumlah Penduduk 1.001 jiwa s/d 3.000
2 Jiwa 4.000.000
3 |Jumlah Penduduk lebih dari 3.000 Jiwa 5.000.000

1
|

f. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
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g. Makan dan Minum Rapat
h. Makan dan Minum Tamu
i. Cendmmata Tamu
Pengadaan Cinderamata dikhususkan bagi tamu yang berasal dari

Luar Daerah
i. Pakaian Dinaa dan Atributnyan

k. Perjalanan Dinaa Dat,

Perjalanan Dinaa Lunr Daerah
Perinlan Dinas Luar Daerah dinnggarkan bagl Kepala Deasa, Perangkat

Desa dan Badan Permuayawaratan Desa dan wajlb mendapat ijin dari

Bupati.

(2) Belanja Bidang Pembangunan Desa

1.

.

Belanja Bidang Pembangunan Desa wajib dibiayai melalui Dana

Desa (DD)

Kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa ditetapkan dengan

mempedomani  prioritas program pembangunan desa melalui

musyawarah desa.

Penganggaran kegiatan pada bidang pembangunan wajib

disinkronkan dengan program/kegiatan pada bidang-bidang lainnya

sehingga pelaksanaan APBDesa antar bidang dapat saling

mendukung.
Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan secara swakelola atau

padat karya.
Dokumen perencanaan kegiatan pembangunan desa merujuk pada

lampiran Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, yang terdiri dari :

a. Sketsa Lokasi,

Gambar Rencana Prasarana,

Proposal Teknis Kegiatan,

Surat pernyataan Hibah,

Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi,

=

™0 Ao

Foto 0%,
Kesanggupan Swadaya dan Gotong Royong,
Kajian Dampak Lingkungan,

Harga Survey Harga Bahan dan Alat,

j. Rencana Penggunaan Alat Berat,

k. Pernyataan Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan

S L

s .
.
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. Kesepakatan Pembayaran Upah Kerja, dan
m. Verifikasi Proposal Dokumen Teknik dan RAB,
(3) Belanja Bidang Pembinaan Kemnsyarankatan Desa
1. Belanja Bidang Pembinann Kemnasyarnkatan Deaa Wajib dibiayai
melalui Alokasi Dann Desa (ADD)

2. Belanja pada bidang pembinann kemasynrakatan ditetapkan

dengan mempedomani Peraturan Bupatf Kabupaten Kepulauan

Tanimbar yang mengatur tentang prioritas program pembangunan

desa melalui musyawarah desn,

Belanja pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan diperuntukan
bagi pembiavaan operasional dari Tim Penggerak PKK Desa,
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang
Taruna/Pemuda, atau Lembaga Adat, ditetapkan pada kegiatan

pembinaan lembaga kemasyarakatan yang pendanaanya berasal

dari Alokasi dana desa (ADD).

4. Opersional PKK
a. Guna menunjang Operasional PKK, dianggarkan Operasional

sebesar Rp.50.000.000,- sesuai dengan kebutuhan dan
urgensi Program/Kegiatan PKK. Operasional dianggarkan
untuk membelanjakan ATK, Rapat Evaluasi PKK, Jambore
PKK, Rapat Kerja ke Kecamatan/Kabupaten dan Kegiatan

Ekonomi Produktif
Kebutuhan belanja operasional PKK sebagaimana dimaksud

pada point (a) dirinci dalam APBDesa

5. Operasional Lembaga Kemasyarakatan dikhususkan bagi :

a. Alat Tulis Kantor

b. Makan dan Minum Rapat

Foto Copty, Cetak dan Penggadaan

Transportasi untuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan
dalam rangka kelancaran kegiatan di tingkat Kecamatan

dan Kabupaten
6. Dapat menganggarkan insentif bagi Penjaga Rumah
(Tuagama, Kostor, Marbot, Penjaga Pura dan Wihara) dengan

sumber pembiayaan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).
insentif bagi

Ibadah

dapat menganggarkan

7. Pemerintah Desa
nilai maksimal Rp.5.000.000,-

Imam/Pastor/Pendeta, dengan
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disesunikan dengan kemampunn keuangan deaa. Ragi deaa ynng
juminh  Imam/Pastor/Pendeta lebih dari | orang, dapat
mengangentkan makaimal 3 orang, sedanpgkan sisanya diatur
arcarn bergilir,

8 Bantuan  bagi  pembangunan mamah  ibadah dianggnrkan
maksimal  Rp 100 000 000, disedinkan  dalam  hentuk  tunai,
selanfutnya Panitia Pembangunan Rumah Ihadah menyampaikan
proposal kepada Pemerintahy Dean seaunl kebutuhan. Pemerintah
dean menjawaly proposal  panitin - diseauniknn dengan  jumlah
angearan vang tersedia dan kemampuan keunngan desa.  Panitia
Pembangunan Rumah  Ibadah  wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungiawaban  Penggunaan Dana Pembangunan kepada
Pemernntah Desa

. 9. Pemerintah  Desa  dapat mengangarkan operasional untuk

kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekami, Sekolah Minggu Tunas
Pekabaran Injil, dan Kelompok Pengajian Anak dan Remaja dan
atau sebutan lain sebasar Rp. 5.000.000
10. Untuk membiayai Acara Panas Pela dianggarkan pada kegiatan
pembinaan lembaga adat dengan sumber dana dari PADesa.
(4) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Wajib dibiayai

malalui Dana Desa (DD)

2. Usulan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat wajib diferivikasi
> dengan mempedomani Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui peningkatan kapasitas
masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dalam rangka
peningkatan kapasitas dapat melibatkan narasumber yang berasal
dari kabupaten, maupun pihak ketiga yang berkompeten dalam
bidangnya.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui fasilitasi
kelompok /perorangan

5. Belanja pemberdayaan masyarakat berupa pengadaan bantuan

usaha diutamakan bagi kelompok/perorangan yang aktif, dapat
bertanggungjawab, bermanfaat dan meningkatkan pendapatan
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keluarga, Diutamakan bagi keluarga miskin, sesuai dengan hasil
pendataan keluarga miskin,

6. Pemberian bantuan kepada kelompok usaha maupun perorangan
wajlb dimusyawarnhkan dalam muayawarah desa,

7. Belanja pemberdayaan masyarakat desn berupa bantuan kepada
kelompok usaha  maupun perorangan  ditetapkan  dengan
Keputusan Kepala Desa.

(5) Penanggulangan Bencana, Keadann Darurat dan Mendesak Desa

1. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa Desa Wajib dibiayai malalui Alokasi Dana Desa (ADD)

2. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan
upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana
sosial

® 3. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan
upaya peanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan
atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana
akibat kenaikan harga yang menyebapkan terganggunya pelayanan
dasar masyarakat

4. Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan
upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan

5. Dalam hal penggunaan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa akan dilaksanakan melalui mekanisme
musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara musyawarah

'- dan mendapatkan persetujuan Camat untuk selanjutnya menjadi

bahan pertanggungjawaban.

E. PEMBIAYAAN
Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali hbaik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.
1. Penerimaan Pembiayaan meliputi :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
harus dibuktikan dengan peraturan desa tentang laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja desa.
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b. Pencairan dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan
kebutuhan dana eadnangan yang aclanjutnya dicatatkan dalam

penerimann pembinyann
e. Hasil Penjunlan kekavanan Dean yang dipiasnhkan kecuali tanah
dan banpgunan  dan  wajib  dieatat  dalam  penerimaan
pembiavann hasil penjuntan keliaynan dean yang dipiaahkan

2. SILPA tahun sebelunmya, dapnt digunakan untuk
a. menutupi defisit anpgaran apabila renlisasl pendapatan lebih

kecil dart padn renlianai belnngn;

b. mendanail pelaksanann kegintan lanjutan; dan
¢. mendanai kewajiban Ininnyn yang sampai dengan akhir tahun

anggaran belum diselesaikan,
3. Bagi Desa yvang telah membentuk BUMDesa dan BUMADES dapat

menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal

desa.
4. Desa dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan

peraturan Desa.

F. CARA MENGISI FORMAT APB DESA

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa,
vang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek

pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB

Desa.

2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi
ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan.
Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja,
dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja
dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan
yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan
pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan
surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut
kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan

rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
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PENGUATAN PERAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN DESA

Pemberdaayaan dan Kesejanhternan Keluarga (PKK) merupakan salah
satit Lembagn Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk
memberdavakan perempuan sebagni baginn dari garda terdepan dalam

roda pembangunan  dan  pemberdaynan masyarakat

Dalam kaitan dengan peranannya,
dalam

menggerakan

dalam unit terkecil, yaitu kelunrga,
pikiran dan pgagasannya

maka PKK dapat menyampailkan
Musyawarah [Desa

bentuk usulan  kegiatan  pada  pelaksanaan

Penvusunana RKP Desa. Penguatan Peran PKK dalam pembangunan
\ P E

desa diatur sebagai berikut
1. Pemerintah desa memfasilitasi peyedinan anggaran PKK dalam

melaksanakan fungsinya yang bersumber dari Dana Desa (DD),
Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber pembiayaan lainnya yang
sah dan tidak mengikat.

2. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penguatan
peran PKK dalam pembangunan desa, tetap mengacu pada
mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa

3. Untuk pendanaan bidang dan kegiatan yang memiliki relevansi

dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi PKK dalam

menyikapi isu-isu strategis pembangunan desa sebagaimana
amanat pasal 74 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, maka PKK dapat menggunakan anggaran yang bersumber
dari APB Desa, termasuk dari Dana Desa sesuai ketentuan
prioritas penggunaan Dana Desa dengan mengedepankan
kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar di desa dan/atau
kegiatan lainnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa.

4. Dalam hal pelaksanaan anggaran pada Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan
kode rekening 3.4.03, kegiatan Pembinaan PKK dapat digunakan
dalam rangka penguatan kapasitas PKK, seperti pelatihan kader,
operasional dan lain-lain, dengan tetap mengacu pada
mekanisme pengelolaan keuangan desa yaitu (1) PKK

mengajukan Kegiatan dan Sub Kegiatannya pada saat
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Musyawarah Penyusunan RKP Desa. (2) PKK kemudian dapat

diusulkan menjadi Tim Pelaksana Kegintan (TPK) atas kegiatan

dimaksud,

(3)  Setelah  APB Desa  ditetapkan, maka

penggunaannyn berdasarkan  pengajunn oleh Peaksana

Pengelolaan Keunngan Desa (kasie yang bersangkutan. (4) TPK

melakukan pengadnan dan pelaksanaan kegintan yang dapat

bersifat  swakelola  dan/atnu dengan penyedia, dan (5)

Selanjutnya untuk pelaksanann anggaran disampaikan kepada

kasie yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti,

S. Berikut adalah menu kegintan pada kode rekening Permendagri

20 Tahun

2018 tentang Pengeloaan Keuangan Desa vang

berelevansi dan bersinergi dengan peran, tugas dan fungsi PKK

sebagaimana 10 (sepuluh Program Pokok PKK yaitu :

» [KODEREK |
| BIDANG PELAKSANAAN PEM

2

BANGUNAN |

2 |1

Sub Bidang Pendidikan

2 |1 |01

Penyelenggaraan PAUD JTK/TPA/TKA/TPQ
Madrasah Nonformal milik desa (bantuan honor
pengajar, operasional, pakaian seragam dan
seterusnya.

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana
Paud, dst)

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi
masvarakat

Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/
taman baca/ sanggar belajar milik desa

| Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD milik

desa

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/
Pengadaan Sarana/Prasarana Alat Peraga Edukatif
(APE) PAUD/TK

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
Prasarana Perpustakaan Taman Bacaan Desa/
Sanggar Belajar milik Desa

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan
buku bacaan, honor penjaga untuk Perpustakaan/
Taman Baca milik Desa

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Sanggar
Seni dan Belajar

A—

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin
Berprestasi i

Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/
Polindes Milik Desa (obat-obatan; tambahan
insentif bidan desa;/perawat desa; penyediaan
pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi
keluarga miskin) |
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(2 T2 Jo2 Penyelenggaraan Posyandu (PMT, kelas ibu
hamil, kelas lansia, Insentif Kader Posyandu ___|
2 |2 |03 |Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
untuk  masyarakat, tenaga kesehatan dan
kader keschatan
2 |2 |04 | Penyclenggarnan Desa Slaga Kesehatan
2 12 |06 Pengansuhan  Bersama atau Bina Keluarga
| | Balita i
2 [2 |07 | Pembinaan dan Pengawasan upaya Kesehatan
Tradisional
2 |2 |08 | Pembinaan  Sarana/Prasarana Posyandu/
Polides/PKD
2 |2 |09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/
Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/ PKD
2 _[2 |90-99 | Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan
2 |4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
& 2 |4 |01 Dukungan Pelaksanaan Program
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi dan
lain-lain)
2 |4 |90-99 |Lain-lain kegiatan sub bidang Kawasan dan
Pemukiman
(2 |5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 |5 |01 Pengelolaan Hutan Milik Desa
12 |5 |02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2 |5 |03 Pelatihan/ Sosialisasi / Penyuluhan/
Penyadaran tentang lingkungan hidup dan
kehutanan
2 |5 |[90-99 | Lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan
Lingkungan Hidup
2 |6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
" 2 |6 |01 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
2 |6 |90-99 |Lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
2 |8 Sub Bidang Pariwisata
2 |8 |03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2 |8 |90-99 | Lain-lain kegiatan sub bidang Pariwisata
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
DESA
3 |2 Sub bidang Keagamaan dan Kebudayaan
3 [2 |01 Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan
Tingkat Desa
3 |2 |03 Penyelenggaraan Fstifal Kesenian, Adat/
Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari
kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat
desa
3 |2 |90-99 |Lain-lain kegiatan sub bidang keagamaan dan
Kebudayaan
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[37 T4 Sub Bidang Kelembagaan

3 |4 |03 Pembinaan PKK

3 [4 |90-99 _Lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan

L BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

= |DESA

. 1 ____| Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

4 1 05 Bantuan Pcrile:n'ﬁf-i'n*__ﬁ;ihil. pakan dan

| |sebagainya) o

4 [1 |06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat
Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan

4 1 90-99 | Lain-lain kegiatan sub bidang Kelautan dan

N S | Perikanan

4 |12 _| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

4 (2 |01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat
produksi dan pengolahan pertanian,
penggilingan padi/jagung dan lain-lain)

4 |2 |02 Peningkatan Produksi  Peternakan (alat
produksi dan pengolahan peternakan, kandang
dan lain-lain)

4 [2 (03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
(lumbung desa dan lain-lain)

4 |2 |05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat
Guna untuk Pertanian/Peternakan

4 [2 |90-99 |Lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan
Peternakan

4 |4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga

4 |4 |01 Pelatthan dan Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan

[4 [4 |02 Pelatihan/penyuluhan Perlindungan Anak

’ 4 /4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
(penyandang disabilitas) ]

{4 ]4 90-99 | Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

| 4 !5 Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menangah (UMKM)

4 |5 |01 Pelatihan Manejemen Pengelolaan Koperasi/
KUD / UMKM

4 |5 |02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha
Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi

4 |5 |03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk
Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non-
Pertanian

4 |5 [90-99 |Lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4 |7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

4 |7 103 Pengembangan Industri Kecil level Desa

4 |7 |04 Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/
Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi
Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah
tangga dan lain-lain

4 |7 [90-99 |Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan
Perindustrian
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VI. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA
Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran

2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan

APBDesa, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Wajib menetapkan PADes dengan proyeksi

kenaikan sebesar 20% dari PAD ‘Tahun sebelumnya.

Contoh Perhitungan PADes :
PADes tahun sebelumnya :

Rp. 40.000.000,-

Perhitungan PADes Tahun 2021 :
Rp.40.000.000,- +(20% x Rp.40.000.000)

= Rp.40.000.000,- + Rp.8.000.000,-

Sehingga PADes Tahun 2021 : Rp. 48.000.000,-

wajib memetakan kembali
ditetapkan melalui

Pemerintah Desa sumber-sumber
pendapatan desa, selanjutnya
musyawarah desa paling lambat awal Desember tahun berkenaan.

proses

PADesa Wajib didasarkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan
Kepala Desa, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan yang lebih tinggi. Seluruh PADesa Wajib dibukukan di

dalam Kas Umum. Dan Wajib dicantumkan dalam APBDes
Pengelolaan PADesa berbasis kas melalui Rekening Kas Desa

PADesa dipergunakan untuk membelanjakan Honor Penjaga Air,
Petugas Sampah serta barang dan jasa yang belum diatur dalam
Keputusan Bupati Tentang Standar Belanja Pemerintah Desa.

Bagi Desa yang mempunyai Dusun, Wajib mengalokasikan minimal

10 % dari APBDes untuk pembangunan, pembinaan masyarakat

dan pemberdayaan pada dusun yang berada dalam wilayah

tersebut.
Pendapatan Transfer desa yang dianggarkan dalam APBDesa tahun

berkenaan diperoleh setelah Pemerintah Kabupaten menyusun
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan
pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun

Berkenaan.
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7. Pemerintah Desa dapat membiayai pelaksanaan kegiatan jangka
panjang jika perencanaan kegiatan dimaksud tidak dapat

diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
untuk membiayai program/kegiatan yang

8. Perecanaan anggaran
besumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak

diperuntukan bagi program/kegiatan beraifat jangka panjang.
9. Prioritns Belanja Program/Kegintnn yang bersumber dari Alokasi
Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD} wajib memperhatikan hasil

(Output) dan manfant (Outcome), schingga tidak terjadi tumpang

tindih pembebanan anggaran
10. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa berpedoman pada Peraturan
Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Batas atas belanja barang dan jasa ditetapkan dengan Peraturan

Desa yang dengan terlebih dahulu melakukan survey harga barang.
tentang Standar Harga Barang

11.

Rancangan Peraturan Desa
selanjutnya akan dievaluasi oleh Bupati Kabupaten Kepulauan

Tanimbar atau dapat didelegasikan kepada Camat.

12. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Desa
dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan. Kerjasama
dapat dilakukan dengan antar desa dan dianggarkan pada Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kemasyarakatan

lain sesuai dengan kondisi desa.

13. Pemerintah Desa dapat memberikan
operasional yang bersumber dari APBDesa kepada Badan Kerjasama
pada Bidang Pembinaan

dukungan pendanaan

Antar Desa dan dianggarkan
Kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kemasyarakatan lain sesuai

dengan kondisi desa.
Keadaan Darurat dan

14. Dalam hal Penanggulangan Bencana,
Mendesak, Kepala Desa melaporkan kepada Camat dengan

tembusan kepada Bupati. Kepala Desa mengajukan permohonan
pencairan Belanja Tak Terduga berserta Rancangan Anggaran Biaya

(RAB) kepada Camat untuk pengesahannya.

Pemerintah Desa Wajib menggunakan Aplikasi Keuangan Desa

15.
(SISKEUDES) dalam penginputan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa

dan Pengelolaan Keuangan Desa.
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16. Dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola Aset Desa maka

pemerintah Desa Wajib melaksanakan penginputan Aset Desa
dalam Aplikasi SIPADES.

)
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DAFTAR KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

SUMBER DANA .
C
NO BIDANG/KEGIATAN URAIAN OUTPUT PAD | ADD | DD
1_ ~ | | BIDANG PENYELENGGARAAN ]
— || |PEMERINTAHANDESA = |
1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
. Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
T " P mehasilan | Sitap dan
,{:cfm {;n ; .(;\ E‘II:H :::: Tunjangan untuk
I LaE [ rerEE-Uail Tapangan: | Orang Perangkat v
Kepala Desa dan
Beruiialiat Desa selama ......
S O S ol i Bulan
Jaminan Sosial bagi :l]?::l;::‘m Soag:rt.nn
1 |1]02|KepalaDesadan | H"tuK . g v
p T Perangkat Desa
. sangs selama ...... Bulan
® Tersedia Tunjangan
1 1lo03 Kegiatan Tunjangan untuk ...... Orang 7
BPD BPD selama ......
Bulan
Tersedia
5 fca |y Barang/Jasa
1 [1]04 };:ﬁ: zr_iﬁzgipggismnal Operasional v
. Pemerintah Desa
| selama ....... Bulan
Tersedia
1 {105 Kegiatan Operasional | ....... Barang/Jasa v
BPD Operasional BPD
selama ....... Bulan
: Tersedia Insentif
Kegiatan
: 1 | 1[06 |Insentif/Operasional untuk .........RT dan v
(6 RT/RW RW selama .........
Bulan
Tunjangan Kepala
1 | 1|90 | Desa dan Perangkat v
Desa lainnya
1 |2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
Penyediaan sarana
1 {2101 (aset tetap) Tersedia ...... unit 7
perkantoran/pemerint | Sapras Perkantoran
ahan
Pemeliharaan 5iri1?tellharaan
1 2|02 | Gedung/Prasarana
Kantarg!éesa Gedung/Sapras f
Kantor Desa o
Pembangunan
Rehabilitasi Pembangunan ....
1 2 | 03 | Peningkatan Unit Gedung/Sapras v
Gedung/Prasarana Kantor Desa
Kantor Desa
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NO — SUMBER DANA %
ANG/KEGIATAN URAIANOUTPUT | _ | | __|CA
PAD | ADD | DD
[ Rehabilitani ..., Unii
Pembangunnn (.‘N“"‘_“,."Lf"lmm /
Rehnbilitnsi e Loy .
1 2 [ 03 | Pendngkatan i ; S T
Qedung/ Pmsamnn i "l'l':l":;t”""
Kantor Desa Qedung/Snpins v/
Kaitor Dean
1 [2]vo T ) T
\ 2 Sub Bidang Administrasl Kependudukan, Ponontatan 8ipll,
i Statistik dan Kenralpan
| s iani® e =
‘ | Pelaviannn administinai
[ v don
. Kependudukan (Surad
¥ 4 1 3(01 Penpantar/ Pelayannn v
KTP Akta Kelahirmn
Kartu Keluamga dii
Tersedia .....Dok
Penyusunan Pendatann | provil Desn v
1 3 102 | Pemutahiran Data Profil
Desn Tersedia .....Dok 7
| | Provil Desa
p";”g.elf)‘lm"f. Tersedia ..... Dok
1 3 administrasi dan Administiaai s
kearsipan pemerintahan P it l‘ Desa
) emerintah Des:
Penyuluhan dan
'. 1 3|04 Penyadaran Masyarakat | ......Kali Penyuluhan y;
tentang Kependudukan | untuk .... Orang
dan Pencatatan Sipil
4 Tersedia .......
1 |13]05 Pem:?mgn dan fnalisiy Dokumen analisa v
Kemiskinan Desa secara Kemislinan
Partisipatif |
1 3190 |...........
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
1 4 dan Pelaporan
Penyelenggaraan [
Musyawarah
Pecrencanaan edlifsana
1 ({4]01 E;gg f’emhgal;:;z.:fn ..... Musyawarah yang v
es (Mu S melibatkan ....Orang
Musrenbangdes/Pra-
Musrenbangdes, dll.,
bersifat reguler)
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SUMBER I?A{l_lf e

NO BIDANG/KEQIATAN URAIAN OUTPUT PAD | ADD | DD

S i [—_ -_f;(‘,‘l_:l}'t:‘lt?l‘llg}tnt‘t'l.tll-'l ----- S B
M.u.qymvnrnh Dean Faiinlcanns
lainnya (musdus, < Musyawarah

1 |4]02 | rembug warga, dil,, : v
vang bersifat non- _vnl(l;z.mclllmllmn
reguler seauni AR
kebutuhan desa PETTIN A—

e g O Penvasunan e
Dokumen . Teracdin Dok

1 [4]03 | Perencannan Desn I"r;rt‘l'w.nnlr;;l.l'{ e v
(RPIMDes/RKPDes,dll o

o {"Emruml'mn_\' ' — 1 1 1
Dokumen Keuangan
Dean (APBDes =

1 [4]o04 .-\I‘HH(:*H I-"m'uh{lhml/ lfj';"D‘:_'l:' Dak v
LRI APBDes, dan i
scluruh dokumen

______ i terkait —
Pengelolaan/Administ Teiasdii Dok

1 {405 | rasi/Inventarisasi/Pe Anct Doan v
nilaian Aset Desa : L
Penyusunan
Kebijjakan Desa

Perdes/Perkades, dll ;

1 |4/06 E diluarfdokumen Tersedia .....Dok v
Rericans Peraturan Desa
Pembangunan/Keuan

| __|gan)
Penyusunan Laporan
Kepala
Desa/Penyelenggaraa
n Pemerintahan Desa
(laporan akhir tahun Tersedia

1 4|07 |anggaran, laporan | ........ Dokumen v
akhir masa jabatan, Pelapora Desa
laporan keterangan
akhir tahun
anggaran, informasi
kepada masyarakat

Tersedia ......

1 4|08 | Pengembangan Sistem | Sistim Informasi v

Informasi Desa Desa
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| | PAUD, dst)

BIDANG/KREQIATAN

Penvelenggarani
PAUD
JTR/TPAJTEASTIQ/
Mndraaah Non-Formnl

" | PAUD (APE, Sarana

SUR BIDANG PENDIDIKAN

01 Milik Desa** (Bantuan
Honor Pengngar,
Pakainn Seragnm,
Opcrasional, dst)
Dukungan

02 | Penyvelenggaraan

URAIAN OUTPUT

BIDANQ PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Ternodin
Barang/Jasa
Penyelenpggarann
PAUD

......

SUMBER DANA
PAD | ADD l DD )

Tersedia
Barang/Jasa
Dukungan Paud

Penvuluhan dan
pelatihan pendidikan
bagi masyvarakat

03

Terlnk‘saﬁa ......
Pelatihan unutk
~....0rang

Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perpustakaan Taman
Bacaan Desa/
Sanggar belajar Milik
Desa

Pemeliharaan
Unit Sarana
Prasarana
Perpustakaan

Pemeliharaan
Unit Sarana
Prasarana Taman
Bacaan

.....

Pemeliharaan
Unit Sarana
Prasarana Sanggar

.....

05

Belajar Mllik Desa

Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/
TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa*

Terpelihara ......

Unit Sapras Paud
Desa

Pembangunan/Rehabi Pembagunan ......
litasi/Peningkatan/ unit
Pengadaan Sarana/Prasarana/
Sarana/Prasarana/Al | Alat Peraga
06 | at Peraga Edukatif Edukatif (APE) v
(APE) PAUD/ PAUD/
TK/TPA/TKA}TPQ/M TK/TPA/TKA/TPQ/
adrasah Non-Formal Madrasah Non-

Milik Desa**

Formal Milik Desa
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SUMBER DANA _

NO BIDANG/KEQIATAN URAIAN OUTPUT CAT
PAD | ADD | DD
Rehabilitnal ...
Unit Pengnednnn
Qimvann/Prasnrann/
Al Pernpn Bdukatir 7
(ATE) PAUTDY/
TK/TPALTEALTIPQ/
Madraanh Non-
Formal Milik Desn e
Pendngkatan.........
| Unit Penpidnnn
’ Sarnnn/Prasarann /Al
wl Pervngan Bdukntil /
f (AIE) PAUDY/
TK/TPALTEASTPQ /M
ndrnsnh Non-lFormal
. i L Milik Desa it
Pembanpgunan
......... unit Sarana
Prasarana
Pembangunan/Rehabilit I[;chle'{g(f_]ﬂ'lf faman v
asi/Peningkatan Sarana S::;::Tr l‘: c’:ﬁ;,“ Milik
2 (107 Prasarana Desa I -
Perpustakaan/Taman ——
Bacaan Desa/ Sanggar | Rehabilitasi ......... unit
Belajar Milik Desa* Sarana Prasarana
Perpustakaan/ Taman 4
Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik
Desa
Peningkatan
......... unit Sarana
% Prasarana
Perpustakaan/ Taman v
Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik
Desa
Pengelolaan
Perpustakaan Milik Persedia
Desa (Pengadaan Buku- ’ Barang/Jasa
2 | 1| 08 | buku Bacaan, Honor :i;f'f'tlléélolz;an ; v
Penjaga untuk Perpustakaan Desa
Perpustakaan/Taman )
Bacaan Desa)
Tersedia
Pengembangan dan Pcnge?;lgggéiac?:n
2 |1 09 | Pembinaan Sanggar Pembinaan ;mit v/
Seni dan Belajar Sanggar Scr;li.;i-ém
Belajar
Dukungan Pendidikan Tersedis Beasswi
2 |(1]10 bagi Siswa L EEUAIE oo (DTN v
Miskin/Berprestasi RS
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SUMBER DA_N@ -
NO BIDANG/KEGIATAN URAIAN OUTPUT ) '
! PAD | ADD | DD
Pembnagunnan/ ‘
Rehabilitast/Pendnglanin
: w/ Pemunlnnn Pembinminnn
)
3 o Samnn/Pmsamnn | L Unit Snrann v
Posvandu/Mwlindes/PK | Prasntnnn
e Posyandu/Volindes | I I —
Rehnbilitaad .. Unhi
Sarnnn Prasnrang 4
Ponynndu/Polindes | | |
Pendnpgkatan ..., Unit
Sarann Prasnrana v/
Posynndu/Polindes
Pengadnan ..., Unit
Sarmnn Prasarann v
] Posyandu/Polindes
2 ‘)0 --------------
- —
2 SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
_______ I e
2 01 Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan ...... V4
Desa Meter Jalan
Pemeliharaan Jalan
2 02 | Lingkungan Pemeliharaan ...... v
Permukiman/Gang Meter Jalan
2 03 Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan ...... 7
Usaha Tani Meter Jalan
, Pemeliharaan
2 04 | pemeliharaan Jembatan | ...... Unit (...... Meter) v
Milik Desa Jembatan
Pemeliharaan Prasarana
Jalan Desa (Gorong- i
2 05 | BOrons. Sclokan, :’IL{T{;'IIE}:?;:?:] ------ v
Box/Slab Culvert, Sl Desn
Drainase, Prasarana ) i
jalan lain)
Pemeliharaan
2 06 | Gedung/Prasarana Pemeliharaan .....Unit 7
Balai Desa/Balai Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Pemeliharaan Pemeliharaan .......
Pemakaman milik Unit Pemakaman
2 07 | desa/situs bersejarah milik desa/situs v
milik desa/ petilasan bersejarah milik
milik desa desa/petilasan milik
desa
o og | Pemeliharaan Embung Pemeliharaan ....... 7
Milik Desa unit Embung Milik
Desa
Pemeliharaan Pemeliharaan
2 09 | Monumen/Gapura/Bat | - Unit v
as Desa Monumen/Gapura/B
atas Desa
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ST Y

BUMBER DANA
NO BIDANG/KEGIATAN URAIAN OUTPUT | AD CAT
PAD D DD
2 |1 J aQ Ve
2 [2] | sumnIDANG KESEHATAN | R
! Penvelenpgparann Pon Terasedin ..., Obat 7
I Kesehntan Deasn Obntan
| (PKD)/Dolindes Milik B e -
Desa (Obat-obatan; Inaentif ....... Orang 7
2 12101 Tambahan Insentif Bidnn
|' Bidan Desa/Perawat e S >
f R N orang Peserin
I Desa; Penvedinan ; v
[ B K3
Pelayanan KB dan Alat |- BaenG Tar
| ot Dt ;
—— _!_____ E_hl_l_‘_t_?_z_'}_ti_mkln' ast) § _liqﬂkcsdc_g/ Polindes
' | Tersedia ...... unit v
Penyelenggaraan ‘Makanan Tambahan
. Posyandu (Makanan | Orang Lansia v
2 [2]02 Tambahan, Kelas Ibu [ -
bn. e ; Insentif....... Kader
Hamil, Kelas Lansia, i v
Insentif Kader Y
| Posyandu) [ orang Ibu Hamil v
| Penyuluhan dan
| }P:elat}l]hs;n Bldangk Terlaksana ....... Kali
2 |2/ 03 | resehatan (untu Pelatihan untuk v
Masyarakat, Tenaga Bran
Kesehatan, Kader | 8
| Kesehatan, dll)
Terlaksana
......Barang/Jasa
2 |2 gg | SruclenggaraanDens, | ol oo OB B v
Siaga Kesehatan D :
esa Siaga
Kesehatan
Pembinaan Palang  |........ Kali
2 (2|05 | Merah Remaja (PMR) Pembinaan PMR di v
tingkat desa Desa
....... Orang
Pengasuh Bersama v
Pengasuhan Bersama | BKB
2 | 2|06 | atau Bina Keluarga | ...... Barang dan
Balita (BKB) Jasa Operasional 7
Pengasuh Bersama
BKB
l - S Kali Pembinaan
Pembinaan dan A5 PR
2 |2 07 | Pengawasan Upaya Keseha tgn vtk v
Kesehatan Tradisional
....0rang
Pemeliharaan Terpelihara
2 l2/08 Sarana/Prasarana | ....... Unit Sarana v
Posyandu/Polindes/PK | Prasarana
D Posyandu/Polindes T
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NO

3

BIDANG/KRQIATAN

litnsi/ Peningkntan
Pengerasan Jalan
Desn **

Pembangunan/Rehabilit
asi/Peningkatan/
Pengerasan Jalan
Lingkungan
Permukiman/Gang **

Pembangunan/Rehabi

—

URAIAN OUTPUT

Pemibangonan ...,
meter Pengornnng
Jndnn Denn
Rehnbilitnal / Penper
nann ...,.., Metor
Jadan Denn
Peningkntnn/
Pengernann
Meter Jalan Desa **
Pembanpgunnn
Meter Jalan
Lingkungan
Permukiman/Gang **

BUMDER DANA |
rA

DD
p | ADD | DD
v/

CAT

Rehabilitasi ...,....
Meter.Jalan
Lingkungan
Permukiman/Gang **

Peningkatan
Melter Jalan
Lingkungan
Permukiman/Gang

Pengerasan ........
Meter Jalan
Lingkungan
Permukiman/Gang

Pembangunan/Rehabilit
asi/Peningkatan/
Pengerasan Jalan

Usaha Tani *

Pembangunan
Meter Jalan usaha
tani

Rehahilitasi
Meter Jalan usaha

tani

Peningkatan
Meter Jalan usaha
tani

--------

Pengerasan
Mcter Jalan usaha

tani

|

13

Pembangunan/Rehabilit
asi/Peningkatan/Penger
asan Jembatan Milik
Desa *

Pembangunan ........
unit (......Meter)
Jembatan Desa

Rehabilitasi unit
Meter) Jembatan

Desa

Peningkatan
...... Meter)
Jembatan Desa

Pengerasan
unit ( Meter)

......

I

Jembatan Desa
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SUMBER DANA
NO BIDANG/KEGIATAN URAIAN OUTPUT | T | CAT
Pembangunan ...
Meter Proanrann
Jalan Deusn (Qorong- 7
rorong, Selokan,
Box/Slab Culvert,
Drainase, Prasarana
Jalan lnin
I-.‘cmpnngl‘l nan/Rehabi Reha hi_l'ltn].-;i.‘ oo =
litasi/ Peningkatan atae Branatans
:23:;::;";)::::; Desa Jalan [.}r_"ﬂll (Gorong-
? 1711 | Selokan, Box/Slab s ;"é“d‘ltfn ¢
K 5 1
Prasarana Jalan jain) | Drainase, Prasarana
. Jalan lain)
& Peningkatan ......
Meter Prasarana
Jalan Desa (Gorong- v
gorong, Selokan,
Box/Slab Culvert,
Drainase, Prasarana
Jalan lain)
Pembangunan/Rehabi | Pembangunan ........
2 1315 litasi/Peningkatan unit Balai v
Balai Desa/Balai Desa/Balai
 _ Kemasyarakatan** Kemasyarakatan**
[ Rehabilitasi........
unit Balai v
Desa/Balai
Kemasyarakatan**
Peningkatan ........
R ] unit Balai 7
Desa/Balai
Kemasyarakatan**
Pembangunan/Rehabi | Pembangunan ........
litasi/ Peningkatan Unit Pemakaman
2 |3l16 Pemakz_iman milik milik desa/situs 7
desa/situs bersejarah | bersejarah milik
milik desa/petilasan | desa/petilasan milik
milik desa desa
Pembangunan/Rehabi | Rehabilitasi ........
litasi/ Peningkatan Unit Pemakaman
2 13]16 Pemakgman milik milik desa/situs v
desa/situs bersejarah bersejarah milik
milik desa/petilasan desa/petilasan milik
milik desa desa
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Peningkatan ........
Unit Pemakaman
milik desa/situs
bersejarah milik
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